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MOTTO 

 

“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau 

bisa”. 

(Arthur Ashe)1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 *) Arthur Ashe, sumber: https://www.isplbwiki.net/2018/07/, pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 
20.34. 
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RINGKASAN  

 

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Rofi Nanda Aulia, 

170903101007; 2020; 74 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

Pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang 

Ketentuan Umum Perpajakan adalah, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Praktik Kerja Nyata yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember, pada tanggal 3 Februari 2020 sampai 18 Maret 2020. Pelaksanaan Praktik 

Kerja Nyata (PKN) bertujuan untuk mengetahui dan memahami Prosedur 

Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop yang terdapat pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Melalui Praktik Kerja Nyata, penulis 

dapat mengetahui serta mempelajari hal-hal yang terkait dengan Pajak Hiburan 

Bioskop, salah satunya dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011.  

Pajak Hiburan Bioskop salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa 

untuk merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan. Besarnya 

tarif pajak hiburan bioskop sebesar 10%.  Besarnya Pajak Terutang = tarif x omzet 

per bulan. Wajib Pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah untuk 

melaporkan pajaknya, Wajib Pajak tinggal mengakses 

pajakdaerah.jemberkab.go.id dengan memasukkan NPWPD dan password. Wajib 

Pajak mengisikan omzet per bulannya dan pada halaman aplikasi e-SPTPD sudah 

tertera tarif pajaknya, secara otomatis pajak terutangnya bisa langsung diketahui. 

Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop dengan mendatangi Bank Jatim setempat 

dengan membawa SPTPD atau juga bisa  melalui ATM ataupun Internet Banking. 

Setelah Wajib Pajak melakukan penyetoran, maka dihalaman aplikasi e-SPTPD 

status pembayaran secara otomatis akan berubah menjadi lunas.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia adalah negara kepulauan paling besar yang terdapat di Asia 

Tenggara. Pulau-pulai di Indonesia lebih dari 17.000 dan sekitar 7.000 pulau 

yang berpenghuni. Indonesia juga mempunyai beragam suku budaya, agama, 

dan bahasa. Indonesia masuk dalam 4 besar negara terpadat di dunia. Sebesar 

266,91 juta jiwa pada tahun 2019 sehingga Indonesia dikategorikan memiliki 

jumlah penduduk yang tinggi. Negara mempunyai inisiatif menjadikan 

maksimal pendapatan dana dari tingginya perkembangan penduduk di 

Indonesia. Negara Indonesia memiliki kemampuan untuk pemasukan-

pemasukan negara dari banyak sektor, seperti Sumber Daya Alam, Pajak, 

Ekspor-Impor, dan Devisa Negara. Di Indonesia pajak merupakan salah satu 

pendapatan yang terbesar. Pajak di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan. 

Pajak telah ada sejak era Kerajaan dan masa penjajahan Belanda. Pada era 

Kerajaan pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti dipungut oleh raja untuk 

dipergunakan sebagai kepentigan pribadi.  

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan 

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan 

dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut undang-

undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum 

Perpajakan adalah, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan nasional.  

Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001, 

Pemerintah Daerah bebas mengatur daerahnya sendiri. Penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-
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luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Pemerintah Daerah juga bisa menentukan pajak apa saja yang bisa diambil yang 

dapat menambah pendapatan daerah untuk infrastruktur dan roda perekonomian 

daerah.  

Selain pajak daerah ada juga retribusi daerah yang dapat menambah 

pemasukan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

pemerintahan daerah (Samudra, 2015:52). Retribusi Daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan. Sumber keuangan daerah adalah salah satunya yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. 

Contoh Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari pungutan pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang 

merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh 

daerah yang bersangkutan dan merupakan pulapendapatan daerah yang sah 

(Samudra, 2015:54).  

Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam. Yaitu, Pajak Daerah Tingkat I 

(Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota). Menurut Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Jenis pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak 

Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II macam-

macamnya adalah Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (Samudra, 2015:53). 
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 Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupeten 

Jember: 

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 sampai 

dengan 31 Desember 2019 

No Jenis Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Pajak Hotel 5.060.000.000 5.902.788.679,00 

2 Pajak Restoran 19.750.000.000,00 22.472.968.348,00 

3 Pajak Hiburan 3.252.500.000,00 3.689.281.168,00 

4 Pajak Reklame 4.265.000.000,00 2.641.611.612,00 

5 Pajak Penerangan 

Jalan (PPJ) 

77.000.000.000,00 76.496.048.143,00 

6 Pajak Parkir 1.600.000.000,00 1.773.840.762,00 

7 Pajak Air Tanah 550.000.000,00 581.303.458,00 

8  Pajak Mineral 

Bukan Logam 

dan Batuan  

200.000.000,00 333.058.793,00 

9 Pajak Bumi dan 

Bangunan  

50.503.000.000,00 38.650.534.608,00 

10 BPHTB 40.000.000.000,00 39.529.440.833,00 

 Total 202.180.500.000,00 192.074.716.404,00 

 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020 

Dari tabel 1.1 target dan realisasi pajak daerah tahun 2019 yeng dikelola 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Pajak Hiburan merupakan salah 

satu penyumbang untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Jember yang tergolong cukup besar yaitu sebesar Rp 3.689.281.168,00. 

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa untuk merealisasikan 

program-program kerja yang telah direncanakan. Pajak Daerah di Kabupaten 

Jember salah satunya adalah Pajak Hiburan. Pajak Hiburan menurut Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 dibagi menjadi 9. Salah 

satunya adalah Pajak Hiburan Bioskop atau tontonan film.  
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Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua 

jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan Bioskop adalah salah satu pajak 

daerah yang penerimaannya cukup besar yaitu pada tahun 2019 penerimaan 

pajak hiburan bioskop sebesar Rp 2.035.212.504,00 atau sebesar 109,69%. 

Pajak Hiburan Bioskop dapat menambah pendapatan daerah dan bisa 

berkontribusi untuk membiayai pembangunan daerah. Pemungutan Pajak 

Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan 

secara online dengan  menggunakan self assessment system. Dalam sistem 

online ini dapat lebih memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki 

kewenangan sendiri untuk melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan 

memiliki tanggung jawab sendiri atas pelaporan tersebut. Ditunjang dengan 

berkembangnya teknologi informasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember membuat aplikasi e-SPTPD untuk lebih mempermudah dalam 

pelaporan Pajak Hiburan Bioskop. Namun, tidak lepas dari penyelewengan 

atau penyalahgunaan oleh Wajib Pajak. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel 

1.2.  

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop 

Kabupaten Jember (tahun anggaran 2017-2019) 

Tahun 

Anggaran 

Target 

Penerimaan 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

Persentase 

(%) 

2017 130.000.000,00 126.357.000,00 97,20 

2018 742.000.000,00 1.216.195.778,00 163,91 

2019 1.855.500.000,00 2.035.212.504,00 109,69 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020 

 Dari Tabel 1.2 Pajak Hiburan Bioskop di Kabupaten Jember mampu 

mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017-2019 selalu 

mencapai target, meskipun pada tahun 2017 belum mencapai target yang telah 

ditentukan. Pendapatan dari sektor Pajak Hiburan Bioskop ini dapat menambah 
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pendapatan daerah, sehingga bisa memberikan kontribusi untuk membiayai 

pembangunan daerah.  

Pemungutan Pajak Hiburan Bioskop dilakukan secara online dengan  

menggunakan self assessment system. Dalam sistem online ini dapat lebih 

memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki kewenangan sendiri untuk 

melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan memiliki tanggung jawab 

sendiri atas pelaporan tersebut. Ditunjang dengan berkembangnya teknologi 

informasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membuat aplikasi e-

SPTPD untuk lebih mempermudah dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop. 

 Namun, tidak lepas dari penyelewengan atau penyalahgunaan oleh Wajib 

Pajak. Kebenaran dalam pelaporan pajak hiburan bioskop kurang akurat karena 

Wajib Pajak bisa saja melaporkan omzetnya tidak sesuai dengan jumlah yang 

didapatkan setiap bulannya. Guna mempertahankan pendapatan daerah, maka 

dalam prosedur pemungutan Pajak Hiburan Bioskop ini melewati beberapa 

prosedur agar tidak diselewengkan dan dapat dimaksimalkan. Berdasarkan 

uraian tersebut penulis ingin  membahas laporan tugas akhir ini dengan judul 

“Prosedur Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penulis di atas maka rumusan masalah 

yang dapat diambil adalah “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran 

Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember?” 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata 

Untuk mendapatkan pengalaman kerja khususnya pada Prosedur 

Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata 

a. Memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur perhitungan, 

pelaporan, dan penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada suatu Badan. 

b. Memperoleh pengalaman kerja dalam suatu instansi pemerintahan di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

c. Mendapatkan kesempatan praktik kerja di lingkungan pekerjaan yang 

sebenarnya khususnya pajak hiburan bioskop. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak  

2.1.1 Definisi Pajak  

 Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah “Pajak 

merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

2.1.2 Fungsi Pajak  

 Menurut Resmi (2014:3) ada dua fungsi pajak yaitu: 

a. Fungsi Budgetair (sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik 

rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, 

pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas 

negara. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara ekstensifikasi 

maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 

peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan  Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.  

b. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 
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keuangan. Sebagai contoh: tarif pajak progresif dikenkan atas 

penghasilan dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi 

memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga 

terjadi pemerataan pendapatan.  

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2018:4) ada lima syarat pemungutan pajak, yaitu: 

Agar pemunguta pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Pemungutna Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak 

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.  

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat 

Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 
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Sitem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

2.1.4 Pengelompokan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2018:7) ada tiga pengelompokan pajak, yaitu: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipiku sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang 

lain.  

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.  

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan.  

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  

Pajak Daerah terdiri atas: 

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
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- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan.  

 

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak  

 Menurut  Resmi (2014:10) ada tiga asas pemungutan pajak yaitu: 

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di 

wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar 

negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal 

di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak 

atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia. 

b. Asas Sumber  

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh 

penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang 

diperolehnya tadi. 

c. Asas Kebangsaan 

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan 

Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.  

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2018:9) ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu: 

a. Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

b. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib paak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukanWajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib 

Pajak.  

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2018: 10) ada dua hambatan pemungutan 

pajak yaitu: 

a. Perlawanan Pasif  

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan 

oleh: 

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
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2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh 

masyarakat. 

3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 

baik. 

b. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan 

oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain: 

1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang-undang. 

2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 

melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).  

2.1.8 Hapusnya Utang Pajak 

 Menurut Waluyo (2017: 19) hapusnya utang pajak disebabkan oleh 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Pembayaran  

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena 

pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. 

b. Kompensasi  

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan 

tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, 

kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa 

kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak 

yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan 

pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan 

kompensasi pembayaran. 

c. Daluwarsa 

Daluwarsa diartikan dengan daluwarsa penagihan. Hak untuk 

melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu lima tahun 

terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, 

bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk 
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memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih 

lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain 

dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. 

d. Pembebasan  

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena 

ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok 

pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. 

e. Penghapusan  

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi 

diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya: keadaan 

keuangan Wajib Pajak.  

 

2.2 Pajak Daerah  

2.2.1 Dasar Hukum  

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

2.2.2 Pajak Daerah 

 Menurut Mardiasmo (2018:14) ada beberapa pengertian atau istilah 

yang terkait dengan Pajak Daerah, yaitu: 

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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c. Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organusasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap.  

d. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

pajak. 

e. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.  

2.2.3 Jenis Pajak Daerah  

 Menurut Mardiasmo (2018: 15) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 

bagian, yaitu: 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Air Permukaan 

5) Pajak Rokok 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
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7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Walet  

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

2.2.4 Tarif Pajak  

 Menurut Mardiasmo (2018: 16) tarif untuk setiap jenis pajak, yaitu: 

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: 

1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua 

persen).  

2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua 

persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, 

pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan 

keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan 

kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerh, ditetapkan 

paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 

sebesar 1% (satu persen).  

c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan ala-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan 

paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).  

d. Tarif Bea balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

masing-masing sebagai berikut: 

1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) 

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) 

e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling 

tinggi masing-masing sebagai berikut: 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


16 

 

 

1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima 

persen). 

2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol 

tujuh puluh lima persen).  

f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat 

ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari 

tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.  

g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai 

rokok. 

i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh 

lima persen). 

l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh 

lima persen). 

m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh 

persen). 

p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 

persen). 

q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). 
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r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 

s. Tarif Bea erolehan Hak ata Tanah dan bangunan ditetapkan paling 

tingi sebesar 5% (lima persen). 

2.3 Retribusi Daerah  

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang 

dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut 

retribusi adalah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

2.3.2 Objek Retribusi Daerah  

Menurut Mardiasmo (2018:18) yang menjadi objek retribusi daerah 

yaitu: 

a. Retribusi Jasa Umum  

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum umum digolongkan 

sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah 

pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

3) Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akta Catatan Sipil. 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.  

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

6) Retribusi Pelayanan Pasar. 

7) Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor. 

8) Retribusi Pelayanan Alat Pemadam Kebakaran. 

9) Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Peta 
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10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus. 

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair. 

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan. 

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai 

Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan 

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersil yang meliputi:  

1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan 

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepnjang belum disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta. 

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 

3) Retribusi Tempat Pelelangan. 

4) Retribusi Terminal. 

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

7) Retribusi Rumah Potong Hewan. 

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

10) Retribusi Penyeberangan di Air. 

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 

c. Retribusi Perizinan Tertentu 

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan 

sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan 

tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah 

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
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pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 

3) Retribusi Izin Gangguan. 

4) Retribusi Izin Trayek. 

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

2.3.3 Subjek Retribusi Daerah 

 Menurut Mardismo (2018:20) subjek retribusi daerah sebagai 

berikut: 

a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan. 

b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

c. Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.  

 

2.4 Pajak Hiburan  

2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan 

 Menurut Siahaan (2005: 297) pengertian Pajak Hiburan adalah pajak 

atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan juga dapat diartikan sebagai 

pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.  

2.4.2 Jenis-jenis Pajak Hiburan  

 Berdasakran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak hiburan sebagai berikut: 

a. tontonan film; 

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
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d. pameran; 

e. diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f. sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. permainan bilyar, golf, dan boling; 

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center); dan 

j. pertandingan olahraga. 

2.4.3 Objek Pajak Hiburan  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek pajak 

hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 

Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis 

pertunjukan berupa: 

a. tontonan film; 

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d. pameran; 

e. diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f. sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. permainan bilyar, golf, dan boling; 

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center); dan 

j. pertandingan olahraga. 

2.4.4 Subjek Pajak Hiburan 

 Menurut Samudra (2015: 207) subjek pajak hiburan sebagai berikut: 

Subjek pajak hiburan adalah setiap pribadi atau badan yang menonton 

dan/atau menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang 

pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan (Pasal 43, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009). Penyelenggara hiburan adalah orang 

pribadi atau badan yang bertinda, baik untuk atas namanya sendiri atau 
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untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya 

menyelenggarakan sesuatau hiburan.  

 

2.4.5 Tarif Pajak Hiburan  

 Menurut Samudra (2015: 208) tarif pajak hiburan sebagai berikut: 

 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh 

lima persen). 

Walaupun ditetapkan setinggi-tingginya 35%, namun berlaku ketentuan 

khusus pada objek tertentu sebagaimana di bawah ini: 

a. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, 

karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi 

uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 

75% (tujuh puluh lima persen). 

b. Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak hiburan 

ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

2.5 Pajak Hiburan Bioskop  

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan Bioskop  

 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan 

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian 

yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No. 28 Tahun 

2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah). Bioskop adalah tempat 

untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar.  

2.5.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2011 bagian Ketiga Pasal 19 menyatakan Subjek Pajak Hiburan adalah 

orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak 

hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.  
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2.5.3 Tarif Pajak Hiburan Bioskop 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2011 pada bagian Ketiga Pasal 21 besarnya tarif Pajak Hiburan Bioksop 

(tontonan film) sebesar 10% (sepuluh persen). 

2.5.4 Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah besarnya pokok pajak yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar 

Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang 

seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang 

diberikan kepada penerima jasa Hiburan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 besarnya tarif pajak 

bisokop (tontonan film) sebesar 10% (sepuluh persen).  

Besarnya Pajak Hiburan Bioskop = 10% x jumlah uang yang diterima oleh 

penyelenggara hiburan. 

2.5.5 Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop 

 Menurut Subagyo dkk. (2018) Pelaporan adalah proses, cara dan 

atau perbuatan melaporkan. Sebelum melakukan pelaporan Wajib Pajak 

harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah 

Jember. Setelah terdaftar Wajib Pajak mendapatkan NPWPD dan 

password untuk bisa login pada aplikasi e-SPTPD. Pelaporan Pajak 

Hiburan Bioskop menggunakan sistem self assessment jadi Wajib Pajak 

secara mandiri melaporkan pajaknya melalui website 

(http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/). 

2.5.6 Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop  

Menurut Prastowo dkk. (2011) Penyetoran adalah kegiatan 

membayar pajak oleh pemotong atau pemungut pajak ke kantor pos atau 

bank yang ditunjuk. Penyetoran atas pembayaran Pajak Hiburan Bioskop 

yang dilakukan melalui Kas daerah atau Bendaharawan Khusus 

Digital Repository Universitas Jember

http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


23 

 

 

Penerimaan Badan pendapatan dan Bank yang telah ditunjuk untuk 

menyetorkan Pendapatan Daerah. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan  

3.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan  

a. Lokasi Kegiatan  

 Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan 

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Jawa 

No. 72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kabupaten Jember. 

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan  

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember selama 33 hari kerja, terhitung sejak tanggal 3 Februari 

2020 sampai dengan 18 Maret 2020.  

Tabel 3. 1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin s/d Jum’at 07.30-15.00 

Sabtu & Minggu Libur 

  Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan  

 Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada Bidang 1 yaitu 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Salah satu 

sub bidang yang ada di bidang perencanaan ini adalah Sub Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB. Pada sub bidang 

ini melayani verifikasi PBB P2 dan BPHTB.  

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan  

 Adapun kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 3 Februari – 18 Maret 2020 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. 2 Daily activities Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata pada bulan 

Februari-Maret Tahun 2020 pada Badan Pendapata Daerah Kabupaten 

Jember 

No Waktu Uraian 

Kegiatan 

Hasil Kegiatan Penanggung 

Jawab 
 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1 3 

Februari 

2020 

Perkenalan 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Jember 

Mahasiswa dapat 

mengetahui tentang 

Kantor dan 

perkenalan kepada 

Karyawan Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

2 4 

Februari 

2020 

Wawancara 

dengan Ibu 

Yeni terkait 

pajak apa saja 

yang dilayani 

dalam bidang 1. 

Mahasiswa dapat 

mengetahui jenis 

pajak daerah apa 

saja yang dilayani 

pada bidang 1. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

3 5 

Februari 

2020 

Melakukan 

wawancara 

Mahasiswa dapat 

mengetahui tugas 

dan fungsi pada 

bidang 1.  

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

4 6 

Februari 

2020 

Memindahkan 

berkas 

pendataan pajak 

daerah 

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

pendataan pajak 

daerah apa saja 

yang telah 

dilakukan oleh 

bidang 1.  

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

5 7 

Februari 

2020 

Memindahkan 

berkas 

pendataan pajak 

daerah 

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

pendataan pajak 

daerah apa saja 

yang telah 

dilakukan oleh 

bidang 1.  

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

6 10 

Februari 

2020 

Melakukan 

wawancara 

Mahasiswa dapat 

mengetahui pajak 

daerah dan retribusi 

daerah yang 

dikelola Badan 

Pendapatan Daerah 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

7 11 

Februari 

2020 

Wawancara 

dengan Ibu 

Meme terkait 

pajak hiburan 

 

Mahasiswa dapat 

mengetahui pajak 

hiburan apa saja 

yang ada di 

Kabupaten Jember. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

8 12 

Februari 

2020 

Wawancara 

tentang apa saja 

yang ada 

didalam pajak 

hiburan 

 

Mahasiswa dapat 

mengetahui pada 

pajak hiburan yaitu 

salah satunya pajak 

hiburan bioskop. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

9 13 

Februari 

2020 

Melakukan 

wawancara  

Mahasiswa 

melakukan 

wawancara dengan 

bapak Koko untuk 

mengetahui data 

target dan realisasi 

pajak daerah 

Kabupaten Jember.  

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

10 14 

Februari 

2020 

Wawancara 

terkait 

Penerimaan 

Pajak Hiburan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

penerimaan 

pendapatan pajak 

hiburan pada 3 

tahun terakhir. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

11 17 

Februari 

2020 

Wawancara 

terkait fasilitas 

yang ada di 

bioskop  

Mahasiswa dapat 

mengetahui fasilitas 

apa saja dan 

mengetahui ada 

berapa jumlah 

studio  

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

12 18 

Februari 

2020 

Meminta data 

penerimaan 

pajak hiburan 

bioskop  

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

penerimaan pajak 

hiburan bioskop 

pada 3 tahun 

terakhir. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

13 19 

Februari 

2020 

Wawancara 

dengan Ibu 

Santi 

Mahasiswa dapat 

mengetahui subjek 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

dan objek pajak 

hiburan bioskop. 

14 20 

Februari 

2020 

Melakukan 

wawancara 

tentang besar 

tarif pajak 

hiburan bioskop  

Mahasiswa dapat 

mengetahui berapa 

besar tarif pajak 

hiburan bioskop 

sesuai dengan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Jember. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

15 21 

Februari 

2020 

Melakukan 

wawancara  

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

bagaimana cara 

menghitung pajak 

terutang hiburan 

bioskop. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

16 24 

Februari 

2020 

Meminta data 

objek pajak 

hiburan bioskop 

Mahasiswa dapat 

mengetahui data 

objek pajak hiburan 

bioskop. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

17 25 

Februari 

2020 

Melakukan 

wawancara 

terkait aplikasi 

e-SPTPD 

Mahasiswa dapat 

mengetahui dan 

memahami lebih 

dalam tentang 

aplikasi e-SPTPD. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

18 26 

Februari 

2020 

Mencetak form 

untuk 

pendataan pajak 

daerah  

Mahasiswa dapat 

mengetahui apa saja 

isi dalam form 

tersebut 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

19 27 

Februari 

2020 

Melakukan 

wawancara 

terkait pajak 

hiburan bioskop 

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

ketentuan pajak 

hiburan bioskop 

yang tercantum 

dalam UU No 3 

Tahun 2011 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

20 28 

Februari 

2020 

Merapikan 

berkas-berkas 

pajak daerah  

Mahasiswa dapat 

mengetahui dan 

memilah-milah 

berkas pajak 

daerah. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

21 2 Maret 

2020 

Melakukan 

wawancara 

terkait 

pelaporan 

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

bagaimana cara dan 

alur untuk 

pelaporan pajak 

hiburan bioskop. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

22 3 Maret 

2020 

Meminta data 

kepada Bapak 

Yudi. 

Mahasiswa 

meminta data 

berupa secreenshot 

halaman pada e-

SPTPD. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

23 4 Maret 

2020 

Melakukan 

wawancara 

dengan bapak 

Koko 

Mahasiswa dapat 

mengetahui tentang 

pemungutan. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

24 5 Maret 

2020 

Melakukan 

wawancara  

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

bagaimana tata cara 

WP melakukan 

penyetoran pajak 

terutang. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

25 6 Maret 

2020 

Melakukan 

wawancara 

terkait kendala 

Mahasiswa 

melakukan 

wawancara dengan 

bapak Koko dan 

dapat mengetahui 

apa saja kendala 

yang terjadi pada 

pajak hiburan 

bioskop. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

26 9 Maret 

2020 

Wawancara 

dengan Ibu 

Meme  

Mahasiswa 

mendapatkan 

contoh surat 

teguran yang 

diberikan kepada 

Wajib Pajak 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

27 10 

Maret 

2020 

Melakukan 

wawancara 

dengan bapak 

Koko 

Mahasiswa dapat 

mengetahui 

kelebihan dan 

kekurangan terkait 

penerapan self 

assessment system. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

28 11 

Maret 

2020 

Meminta data Mahasiswa 

meminta contoh 

Surat 

Pemberitahuan 

Terutang Pajak 

Daerah Hiburan 

kepada bapak 

Aprizal. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

29 12 

Maret 

2020 

Meminta data Mahasiswa 

meminta data 

berupa screenshoot 

e-SPTPD kepada 

bapak Aprizal. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

30 13 

Maret 

2020 

Mendata pajak 

hiburan bioskop 

yang belum 

membayar 

pajak pada 

bulan Februari 

Mahasiswa dapat 

mengetahui pajak 

hiburan bioskop 

yang telat 

membayarkan 

pajaknya 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

31 16 

Maret 

2020 

Mencetak surat 

tagihan pajak 

hiburan;  

Mahasiswa dapat 

mengetahui sanksi 

yang akan 

dikenakan terhadap 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 
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(a) (b) (c) (d) (e) 

Sharing tentang 

sanksi terkait 

pengenaan 

pajak telat 

bayar. 

Wajib Pajak yang 

telat membayar 

32 17 

Maret 

2020 

Meminta data  

kepada Bapak 

Yudi  

Mahasiswa 

meminta data untuk 

kelengkapan data 

pada Tugas Akhir. 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

33 18 

Maret 

2020 

Mahasiswa 

diberhentikan 

sementara 

untuk 

mengantisipasi 

penyebaran 

virus covid-19 

Mahasiswa 

diberhentikan 

sementara untuk 

mengantisipasi 

penyebaran virus 

covid-19 

Ir. Ruslan 

Abdul Gani 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

 Jenis data yang digunakan pada Laporan Praktik Kerja Nyata ini 

yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang 

berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini 

berupa target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah, Surat 

Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Sedangkan data 

kualitatif adalah data yang menjelasan dan melaporkan dari objek 

penelitian. Data kualitatif pada Tugas Akhir ini yaitu berupa penjelasan 

wawancara dengan narasumber. 
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3.3.2 Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah 

sebagai berikut (Yulianto dkk., 2018:37). 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan 

yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna jasa. 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data dalam Laporan Praktik Kerja Nyata 

adalah sebagai berikut:  

a. Observasi 

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek 

atau orang lain (Rangkuti, 1997:42). Data dalam metode ini didapat 

dengan pengumpulan data dari hasil pengamatan selama ditempat 

magang.  

b. Analisis Dokumen 

Analisis dokumen adalah suatu survei deskriptif yang dilakukan 

dengan menganalisis isi dokumen atau kegiata dalam dokumen (Indra 

dan Cahyaningrum, 2019:17). Dokumen yang kita teliti dalam 

kegiatan ini yaitu seperti Peraturan Daerah yang berhubungan dengan 

Pajak Hiburan Bioskop. 

c. Wawancara  

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatapan muka 

antara si penanya atai pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara) (Suryani dan Hendriyadi, 2015:184). Dalam 

Laporan Praktik Kerja nyata ini yang diwawancarai adalah terkait 
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dengan Pajak Hiburan Bioskop, dan orang-orang yang diwawancarai 

adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil kegiatan selama Praktik Kerja Nyata pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai Prosedur Perhitungan, 

Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan, sebagai 

berikut:  

a. Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop = Tarif x jumlah uang yang 

diterima oleh penyelenggara hiburan (total omzet perbulan).  Tarif 

pajak hiburan bioskop menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 3 Tahun 2011 tarif pajak hiburan bioskop sebesar 10%. 

b. Untuk melakukan pelaporan Wajib Pajak dapat mengakses 

http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/, setelah berhasil login Wajib 

Pajak dapat melaporkan omset setiap bulan. Pada halaman aplikasi 

e-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, maka secara otomatis pajak 

terutangnya bisa langsung diketahui.  

c. Wajib Pajak mencetak Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Hiburan 

Bioskop (SPTPD) dan di SPTPD tertera kode pembayaran. Dengan 

menggunakan kode pembayaran tersebut maka Wajib Pajak dapat 

membayarkan pajak terutangnya di Bank Jatim melalui teller dan 

juga bisa transfer melalui ATM ataupun internet banking. Setelah 

melakukan penyetoran pada halaman e-SPTPD secara otomatis 

berubah menjadi lunas.  

d. Aplikasi e-SPTPD mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan 

pelaporan pajak hiburan bioskop sehingga Wajib Pajak tidak perlu 

datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.  
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5.2 Saran  

 Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan 

Laporan Praktik Kerja Nyata ini memberikan saran kepada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut: 

a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember perlu membentuk tim 

untuk pengecekan sebelum Wajib Pajak melakukan pelaporan untuk 

mengurangi resiko kecurangan dan kesalahan dari Wajib Pajak untuk 

melaporkan besar omzet setiap bulannya.  

b. Diharapkan Wajib Pajak tidak melakukan kecurangan untuk 

memperkecil pelaporan omzet Hiburan Bioskop.  

c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengikuti seiring 

perkembangan zaman dengan perbaikan sistem teknologi informasi, 

karena dengan ketelitian dan keamanan yang lebih akurat penggunaan 

sistem e-SPTPD bisa maksimal.   
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LAMPIRAN 

1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata 
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2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata 
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3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata 
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4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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6. Daftar Absensi Praktik Kerja Nyata 
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7. Nilai Praktik Kerja Nyata 
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8. Surat Selesai Praktik Kerja Nyata 
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9. Daftar Konsultasi Bimbingan 
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10. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan 
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11. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Tahun 2017-2019 
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12. Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah 
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